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Abstract 
This study aims to determine the description of village funds on infrastructure spending, 
village funds for non-infrastructure spending, and local government spending in the education, 
health, empowerment of rural communities, capital expenditures, and their impact on poverty in 
Central Sulawesi. The background of this research is to see the contribution of village funds to 
poverty reduction according to the mandate of Law Number 6 of 2014. In addition, there is a 
literature gap regarding the effect of local government spending on education, health, 
empowerment of rural communities, and capital spending on poverty. There are no effect, a 
positive effect, and a negative effect.  The data used in this study came from raw data on Village 
Fund Realization from KPW VI, raw data for K-2 District / City Government Finance and other 
BPS publications. The time period analyzed was from 2015 to 2019. The unit of analysis used was 
12 districts in Central Sulawesi. The findings show that village funds have changed the face of the 
village. Village funds have produced many infrastructure in the villages throughout 2015 to 2019, 
but based on the results of panel data regression analysis with the best model, the Random Effect 
Model (REM) shows that village funds both infrastructure and non-infrastructure spending have 
not been able to affect poverty levels, as well as local government spending on the education sector 
and regional government capital expenditures also have no effect on poverty levels. Meanwhile, 
local government spending in the health sector and the empowerment sector for rural communities 
has a negative effect on poverty levels. 




Kemiskinan adalah permasalahan yang 
dialami semua negara di dunia ini. Di negara-
negara maju sekalipun, kemiskinan menjadi 
permasalahan yang terus diupayakan untuk di 
atasi. Demikian juga dengan di negara kita, 
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 
Pemerintah selalu berusaha mengatasi masalah 
kemiskinan dengan berbagai instrument 
kebijakan dan melalui pelaksanaan program-
program untuk mengatasi kemiskinan, 
diantaranya stabilitas harga, program subsidi 
dan dana desa, serta bantuan sosial seperti 
Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, 
dan lainnya. Mengatasi kemiskinan harus 
dilakukan secara menyeluruh dan mendasar 
yang melibatkan berbagai sektor.   
Salah satu arah dan strategi pemerintah 
dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan 
melakukan kebijakan pembangunan desa dan 
perdesaan, hal ini sesuai visi misi presiden 
untuk membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah dan desa dalam 
kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain 
dilakukan dengan pengalokasian dana desa 
yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan 
dan mengatasi ketimpangan antar desa.  
Upaya menempatkan desa sebagai ujung 
tombak pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat telah dibuat 
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 
sebagai payung hukumnya. Desa diberikan 
kewenangan dan sumber dana yang memadai 
agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya 
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guna meningkatkan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat.  
Setiap tahun Pemerintah telah 
menganggarkan dana desa yang cukup besar 
untuk diberikan kepada desa. Pada Tahun 
2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,76 
triliun, dengan rata-rata setiap desa 
mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. 
Pada Tahun 2019 Dana desa telah mencapai 
Rp. 70 triliun, atau dengan rata-rata setiap desa 
mendapatkan alokasi sebesar Rp. 933 juta. 
Berdasarkan data BPS, selama 4 tahun 
sejak diangggarkannya dana desa atau selama 
kurun waktu 2015-2018, terjadi penurunan 
jumlah penduduk miskin perdesaan di 
Indonesia dari 17,9 juta jiwa pada Tahun 2015 
menjadi 15,8 juta jiwa pada Tahun 2018, atau 
sebesar 2.1 juta jiwa keluar dari garis 
kemiskinan. Sementara jika dilihat 4 tahun 
sebelum adanya dana desa yaitu kurun waktu   
2012-2015, penurunan jumlah penduduk 
miskin perdesaan hanya sebesar 545 ribu jiwa, 
yaitu dari 18,4 juta jiwa Tahun 2012 menjadi 
17.9 juta jiwa Tahun 2015. Laju penurunan 
tingkat kemiskinan kurun waktu 2015-2018 
juga lebih tinggi sebesar 1.01 persen jika 
dibanding laju penurunan tingkat kemiskinan 
kurun waktu 2012-2015 yang hanya sebesar 
0.91 persen. 
Sekilas terlihat pada tahun-tahun sejak 
penggunaan dana desa, pengentasan penduduk 
miskin cenderung lebih banyak dibandingkan 
sebelum adanya dana desa. Penelitian 
terdahulu juga mendukung analisis deskriptif 
di atas, diantaranya Aghnia (2018) dalam 
penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana 
Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di 
Indonesia kurun waktu 2015-2017, 
menunjukkan bahwa dana desa signifikan 
berpengaruh negatif terhadap pengentasan 
kemiskinan di Indonesia pada taraf nyata 10 
persen. 
Bagaimana jika dilihat pada angka 
penduduk miskin menurut provinsi? 
Setidaknya ada 25 provinsi yang memiliki pola 
yang sama dengan angka nasional, dimana 
sejak adanya dana desa (kurun waktu 2015-
2018) pengentasan penduduk miskin 
perdesaan cenderung lebih banyak dibanding 
sebelum adanya dana desa (kurun waktu 2012-
2015). Sementara 7 provinsi lainnya 
menghasilkan data yang berbeda dimana 
pengentasan penduduk miskin perdesaan 
setelah adanya dana desa malah cenderung 
lebih sedikit dibanding sebelum adanya dana 
desa. 
Beberapa provinsi yang memiliki pola 
yang sama dengan angka nasional satu 
diantaranya Provinsi Jawa Barat, selama kurun 
waktu 2012-2015 (sebelum ada dana desa) 
hanya sebanyak 104 ribu penduduk yang 
keluar dari garis kemiskinan, sementara pada 
kurun waktu 2015-2018 (sejak adanya dana 
desa) sebanyak 509 ribu penduduk keluar dari 
garis kemiskinan, atau 5 kali lipat lebih besar 
penduduk yang keluar dari garis kemiskinan. 
Provinsi Sulawesi Tenggara juga, selama 
kurun waktu 2012-2015 (sebelum ada dana 
desa) hanya sebanyak 14 ribu penduduk yang 
keluar dari garis kemiskinan, sementara pada 
kurun waktu 2015-2018 (sejak adanya dana 
desa) sebanyak 29 ribu penduduk keluar dari 
garis kemiskinan, atau 2 kali lipat lebih besar 
penduduk yang keluar dari garis kemiskinan. 
Sementara beberapa provinsi yang 
memiliki pola yang berbeda dengan angka 
nasional salah satunya Provinsi Sulawesi 
Tengah, selama kurun waktu 2012-2015 
(sebelum ada dana desa) sebanyak 13 ribu 
penduduk yang keluar dari garis kemiskinan, 
sementara pada kurun waktu 2015-2018 (sejak 
adanya dana desa) malah hanya 8 ribu 
penduduk keluar dari garis kemiskinan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan diatas bahwa dana desa yang telah 
digulirkan sejak Tahun 2015 yang seharusnya 
memberikan konstribusi terhadap 
penanggulangan kemiskinan sesuai amanat 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, namun 
berdasarkan data kemiskinan menunjukkan 
sebagian provinsi di Indonesia, termasuk di 
Provinsi Sulawesi Tengah bahwa pengentasan 
kemiskinan pasca adanya dana desa seperti 
tidak lebih baik dibandingkan sebelum adanya 
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dana desa. Oleh karenanya, untuk menguji 
pelaksanaan program dana desa berdampak 
terhadap kemiskinan diperlukan metodologi 
yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga 
menghasilkan informasi penting untuk 
evaluasi dari sebuah kebijakan. 
Selain realisasi dana desa, kajian ini juga 
meneliti belanja pemerintah daerah terhadap 
kemiskinan, hal ini mengingat pada era 
desentralisasi fiskal, kebijakan pemerintah 
daerah memegang peranan penting dalam 
pengurangan kemiskinan. Melalui 
desentralisasi fiskal, maka pengeluaran 
pemerintah dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat setempat. 
Menurut Saparini (2009) bahwa 
pemerintah harus memprioritaskan alokasi 
anggaran untuk program-program pengentasan 
kemiskinan dan pengangguran. 
Mengalokasikan anggaran yang bermanfaat 
bagi masyarakat miskin merupakan syarat 
utama untuk menekan angka kemiskinan. 
Menurut Haughton dan Shahidur (2010) 
Kondisi kemiskinan bisa juga terjadi akibat 
kurang maksimalnya program pemerintah 
dalam memberikan bantuan penanggulangan 
kemiskinan. 
Pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi harus dapat memberikan kontribusi 
yang signifikan bagi upaya pengentasan 
kemiskinan dan pemerataan pembangunan, 
sehingga pembangunan ekonomi harus 
dilaksanakan secara berkelanjutan dan 
inklusif. Pembangungan inklusif yaitu 
pembangunan yang berkualitas, pembangunan 
yang memperhitungkan pertumbuhan 
ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, 
serta memperhatikan lingkungan. Menurut 
Eric Maskin (penerima penghargaan Nobel 
Ekonomi, 2007) mengukur hasil pembangunan 
hanya dari pertumbuhan ekonomi semata akan 
meniadakan terjadinya pemerataan dalam 
masyarakat untuk menikmati hasil 
pembangunan. 
Usaha mewujudkan pembangunan 
inklusif, pemerintah dan pengelola keuangan 
negara mempunyai peran yang sangat strategis 
dalam mengarahkan berbagai kebijakan fiskal 
yang mendukung ekonomi inklusif. 
Sebagaimana disebutkan oleh Musgrave and 
Musgrave (1989), peran keuangan negara 
mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan 
stabilisasi. Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya 
diimplementasikan dalam berbagai kebijakan 
fiskal.  
Berek et. al. (2006) dalam Wahyudi 
(2011:26) memberikan tiga pengertian 
mengenai anggaran pro orang miskin (pro 
poor budget). Pertama, suatu anggaran yang 
mengarahkan pada pentingnya kebijakan 
pembangunan yang berpihak kepada orang 
miskin. Kedua, praktik penyusunan dan 
kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by 
design) ditujukan untuk membuat kebijakan, 
program dan proyek yang berpihak kepada 
kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, 
kebijakan anggaran yang dampaknya dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan atau 
terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar rakyat 
miskin. Hasil penelitian Obi (2007) 
menyebutkan bahwa pengurangan kemiskinan 
melalui pengeluaran pemerintah hanya efektif 
jika tepat sasaran. 
Alokasi anggaran pemerintah adalah satu 
diantara instrumen penting yang digunakan 
untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi 
dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan 
publik khususnya dari sisi pengeluaran dapat 
mempengaruhi kemiskinan melalui dua cara. 
Pertama, pengeluaran publik dapat 
meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi 
dimana penduduk miskin dapat terkena 
dampak positifnya. Kedua, pengeluaran publik 
tersebut dapat meningkatkan kesempatan 
masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam 
proses pertumbuhan tersebut.  
Hal ini sesuai dengan pendekatan 
Keynessian dimana pengeluaran pemerintah 
dapat meningkatkan permintaan agregat yang 
pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan 
kesempatan kerja. Tantangan kritisnya adalah 
alokasi anggaran seperti apa yang dapat 
menghasilkan suatu kondisi kondusif bagi 
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peningkatan kontribusi masyarakat miskin 
tersebut baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Harapannya, jika masyarakat miskin 
semakin banyak terlibat dalam proses 
pertumbuhan tersebut, maka kemiskinan 
secara absolut juga dapat diturunkan.  
Kondisi masyarakat miskin jika tidak 
diintervensi akan menjadi seperti lingkaran 
setan seperti dalam teori ekonomi 
pembangunan klasik, Ragnar Nurske (1953) 
dan Gunnar Myrdal (1957). Masyarakat 
miskin akan memiliki penghasilan rendah 
sehingga mempengaruhi tingkat tabungan serta 
modal kecil. Masyarakat miskin karena 
pendapatan rendah maka akses terhadap 
pendidikan juga rendah, maka akan 
mempengaruhi skill serta produktivitas kerja. 
Masyarakat miskin juga rendah terhadap akses 
kesehatan sehingga kondisi kesehatan juga 
rentan dan akan mempengaruhi tingkat 
produktivitas. Selanjutnya mereka memiliki 
sejumlah anak yang ditanggung dengan 
pendapatan yang sedikit. Demikian seterusnya, 
lingkaran akan mulai dari awal lagi dan proses 
ini berjalan dan terus terulang. Wilayah 
perdesaan adalah wilayah yang paling rentan 
mengalami lingkaran setan kemiskinan 
semacam itu.  
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka 
intervensi pemerintah dalam mengalokasikan 
anggaran dana desa sejak Tahun 2015 
merupakan kebijakan yang tepat dalam 
memutus lingkaran setan kemiskinan di 
perdesaan. Masyarakat desa bersama-sama 
aparatur desa lebih mengetahui keadaan desa 
dan dapat merencanakan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
terutama dalam hal pengentasan kemiskinan di 
desa.  
Hal ini sejalan dengan prinsip 
pembangunan inklusif, partisipasi masyarakat 
menjadi kunci dari seluruh proses. 
Pembangunan yang partisipatif artinya 
menjadikan masyarakat bukan semata-mata 
obyek yang pasif atau “penerima” dalam 
proses pembangunan. Masyarakat lingkup 
kecil di level desa dapat terlibat dalam 
identifikasi kebutuhan, penyusunan target, 
pelaksanaan hingga pengawasan. Melibatkan 
dan mendorong partisipasi masyarakat tentu 
bukan hal yang mudah. Tapi keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam proses 
pembangunan akan memberikan rasa 
kepemilikan terhadap program-program yang 
dijalankan sehingga efektifitas akan lebih 
besar. Sebagaimana dikatakan Sepherd dalam 
Oluwatayo dan Ojo (2016) bahwa salah satu 
sebab kemiskinan adalah lemahnya peran 
kaum miskin dalam proses pengambilan 
keputusan publik, ekonomi, maupun budaya 




Penelitian ini menganalisis pengaruh 
dana desa, belanja pendidikan, belanja 
kesehatan, belanja pemberdayaan masyarakat 
desa, dan belanja modal terhadap kemiskinan 
di Sulawesi Tengah.  Jenis penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif 
berdasarkan data sekunder yang telah 
dikumpulkan dan dianalisis menggunakan 
analisis regresi data panel.  
Regresi panel dipilih karena 
menyesuaikan dengan tujuan penelitian, 
beberapa penelitian terdahulu yang 
menganalisis dana desa dan kemiskinan juga 
menggunakan regresi tersebut, hal ini karena 
analisis regresi data panel dapat menghasilkan 
estimasi ekonometri yang efisien dan dapat 
memberikan informasi lebih banyak. Analisis 
regresi data panel pada penelitian ini dilakukan 
karena karakterisitik data yang digunakan 
merupakan gabungan dari jenis data data yang 
bersifat runtun waktu (time series) dengan 
jenis data cross section.  
Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa data panel tahunan 12 
kabupaten se Sulawesi Tengah pada periode 
2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, 
dan Konsultan Pendamping Wilayah IV 
Sulawesi Tengah P3MD. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada Tahun 2015, dana desa di Sulawesi 
Tengah sebesar 498 miliar, dengan rata-rata 
setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 
271 juta.  Dana desa terus meningkat hingga 
Tahun 2019 menjadi 1,56 triliun dengan rata-
rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 
Rp. 857 juta. 
Pengeluaran dana desa untuk belanja 
sarana prasarana masih mendominasi 
pengeluaran sepanjang tahun dibandingkan 
belanja non sarana prasarana. Secara total 
sejak periode 2015-2019 belanja sarana 
prasarana telah mencapai  Rp. 3,78 triliun atau 
sebesar 63,3 persen dari total dana desa, 
sementara belanja non sarana prasarana 
sebesar Rp. 2,19 triliun atau sebesar 36,7 
persen dari total dana desa. Belanja sarana 
prasarana atau biasa disebut pembangunan 
infrastruktur meliputi  sarana prasarana dasar, 
sarana prasarana pelayanan sosial, sarana 
prasarana ekonomi, dan sarana prasarana 
lainnya. Sementara belanja non sarana 
prasarana meliputi pemberdayaan masyarakat, 
penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan 
kemasyarakatan.  
Karena dana desa bertujuan untuk 
penanggulangan kemiskinan, pada kesempatan 
ini akan ditampilkan hubungan antara 
keduanya. Secara umum, pada periode 2012 - 
2019, persentase penduduk miskin di Sulawesi 
Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi 
jumlah maupun persentase. Penurunan 
persentase penduduk miskin Tahun 2015-2019 
pada  periode dilaksanakannya dana desa 
cenderung lebih konsisten menurun dibanding 









Gambar  1. Persentase Penduduk Miskin 
Menurut   Perdesaan & 
Perkotaan Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2012-2019 
 
Persentase penduduk miskin Sulawesi 
Tengah pada periode 2015-2019 (periode 
dilaksanakannya dana desa) di daerah 
perdesaan turun sebesar 0,64 persen, 
sementara penurunan di daerah perkotaan 
penurunannya lebih tinggi sebesar 1,61 persen, 
terlihat pada gambar di atas dimana penurunan 
persentase penduduk miskin di perkotaan 














Gambar  2. Penurunan % Penduduk 
Miskin Sebelum Dana Desa 
(2011-2015) dan Sesudah 
Dana Desa (2015-2019) 
Menurut Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Tengah 
 
Berdasarkan data BPS, pola perubahan 
atau penurunan kemiskinan selama periode 
2015-2019 (periode dana desa) dengan periode 
2011-2015 (sebelum ada dana desa) 
ditunjukkan oleh gambar di atas. Kabupaten-
kabupaten yang capaian penurunan 
kemiskinannya pada periode adanya dana desa 
lebih baik dibandingkan periode sebelum 
adanya dana desa  adalah Kabupaten Banggai, 
Poso, Buol, dan Parigi Moutong. Sementara 
kabupaten-kabupaten dengan capaian 
penurunan kemiskinan pada periode adanya 


























































































 Penurunan % Penduduk Miskin 2015-2019 
 Penurunan % Penduduk Miskin 2011-2015 






































































































Penurunan % kemiskinan 2015-2019% Penduduk Miskin 2015 
Penurunan % Penduduk Miskin 2015-2019 
sebelum adanya dana desa adalah Kabupaten 
Banggai Kepulauan, Morowali, Donggala, 
Toli toli, Tojo Una-una, dan Sigi. Kabupaten 
Banggai Laut dan Morowali Utara belum bisa 
dibandingkan untuk periode lima tahunan 
karena angka kemiskinan kedua kabupaten 
tersebut baru tersedia mulai Tahun 2015. Pola 
di atas kurang lebih menunjukkan bahwa tidak 
semua kabupaten di Sulawesi Tengah pasca 
digulirkannya dana desa mengalami penurunan 
kemiskinan yang lebih baik dibandingkan 
sebelum adanya dana desa, atau secara umum 
tidak terlihat pola atau hubungan antara 
program dana desa dengan besarnya 
perubahan atau penurunan kemiskinan. 
Mungkinkah besarnya perubahan tingkat 
kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat 
kemiskinan di awal periode sebagaimana 
pendapat Bourguignon (2014:7). Dimana 
semakin tinggi tingkat kemiskinan di awal 
periode, penurunan tingkat kemiskinannya 














Gambar  3. Persentase Penduduk Miskin 
Tahun 2015 & Penurunan % 
Penduduk Miskin Periode 
2015-2019 Menurut 
Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Tengah 
 
Pola perubahan kemiskinan jika dilihat 
dari selisih tingkat kemiskinan di akhir periode 
(Tahun 2019) dengan awal periode (Tahun 
2015) ditunjukkan oleh gambar di atas. 
Penurunan kemiskinan tertinggi selama 
periode 2015-2019 terjadi di Kabupaten Poso 
sebesar 2,51 persen disusul Kabupaten 
Banggai Laut sebesar 2,34 persen, meskipun 
tingkat kemiskinan di awal periode di dua 
kabupaten tersebut bukanlah yang tertinggi, 
kemiskinan tertinggi di awal Tahun 2015 
adalah Tojo Una-una sebesar 18,79 persen.  
Hal ini menunjukkan bahwa secara umum 
tidak terlihat hubungan antara tingkat 
kemiskinan di awal periode dengan besarnya 
perubahan kemiskinan selama Tahun 2015-
2019. 
Sebelum menganalisis apakah 
pengeluaran pemerintah dan dana desa 
mempengaruhi kemiskinan, maka dilakukan 
pemilihan model melalui uji statistik. Model 
data panel dapat diestimasi dengan tiga model, 
yaitu common effect, fixed effect, dan random 
effect yang pemilihannya dilakukan dengan uji 
Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange 
Multiplier.  
Hasil uji Chow dan menunjukkan fixed 
effect merupakan model yang lebih baik 
daripada common effect. Hal ini ditunjukkan 
dari nilai Prob = 0.0000 yang lebih kecil 
daripada tingkat signifikansi 0.05, sehingga 
hipotesis nol ditolak yang berarti fixed effect  
lebih baik daripada common effect.  
Setelah diperoleh kesimpulan bahwa 
model fixed effect  lebih baik daripada model  
common effect, maka selanjutnya diteruskan 
dengan uji Hausman yang membandingkan 
antara fixed effect  dengan random effect. Hasil 
uji Hausman yang menunjukkan untuk 
keseluruhan model memberikan nilai 
probability yang lebih besar daripada tingkat 
signifikansi 0.05, sehingga hipotesis nol 
diterima yang berarti random effect lebih baik. 
Uji Chow dan Uji Hausman telah 
memberikan hasil yang bersesuaian yaitu 
model random effect lebih baik. Oleh karena 
itu, uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan 
disini. Model pada penelitian ini diestimasi 
menggunakan metode random effect.  
Pemilihan model terbaik menghasilkan 
model random effect. Uji statistik berupa uji F 
dan uji t untuk mengidentifikasi apakah 
Ananto Yanuar, dkk. Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah ……………289 
 
 
koefisien regresi dari variabel bebas 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel terikat. Selanjutnya hasil uji t 
menunjukkan nilai probabilitas untuk tiap 
variabel pada model, jika lebih kecil dari 
tingkat signifikansi 5 persen atau 10 persen, 
maka menunjukkan variabel bebas 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel terikat. 
Tabel 1 menunjukkan nilai probabilitas F 
statistik diseluruh model lebih kecil dari 0,05 
sehingga dapat dikatakan dengan tingkat 
kepercayaan 95 persen secara signifikan 
variabel bebas secara bersama-sama dapat 
menjelaskan tingkat kemiskinan.. 
 
Tabel 1. Random Effect Model (REM) 
Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/15/20   Time: 14:35   
Sample: 2015 2019   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 60  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 43.67814 10.15371 4.301693 0.0001 
LOG(PENDIDIKAN) -0.023543 0.229538 -0.102565 0.9187 
LOG(KESEHATAN) -1.114777 0.373290 -2.986353 0.0043 
LOG(PMD) -0.409234 0.241521 -1.694400 0.0961 
LOG(MODAL) 0.544566 0.383140 1.421323 0.1611 
LOG(SAPRAS) -0.030720 0.150883 -0.203598 0.8394 
LOG(NONSAPRAS) -0.177438 0.168277 -1.054441 0.2965 
     
 
Hasil uji t menunjukkan Kecuali belanja 
modal, seluruh variabel lainnya menunjukkan 
arah yang sejalan dengan penelitian empiris 
sebelumnya, yaitu arah negatif dimana 
peningkatan belanja akan menurunkan tingkat 
kemiskinan. Namun hanya belanja Kesehatan 
dan belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(PMD) yang signifikan mempengaruhi tingkat 
kemiskinan di Sulawesi Tengah. Secara detail 
sebagai berikut:       
a. Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan 
terhadap Tingkat Kemiskinan 
Koefisien variabel belanja fungsi 
pendidikan pada hasil regresi terhadap 
tingkat kemiskinan adalah sebesar -
0,023543 dengan probabilitas 0,9187. Nilai 
probabilitas di atas α pengujian menjelaskan 
bahwa variabel belanja fungsi pendidikan 
tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Fithri dan Kaluge (2017) dimana 
pengeluaran pemerintah Jawa Timur di 
sektor pendidikan pada Tahun 2010-2014 
memiliki dampak negatif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan. 
b. Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan 
terhadap Tingkat Kemiskinan 
Koefisien variabel belanja fungsi kesehatan 
pada hasil regresi terhadap tingkat 
kemiskinan adalah sebesar -1,114777 
dengan probabilitas 0,0043. interpretasi 
hasil tersebut adalah bahwa belanja fungsi 
kesehatan memiliki hubungan negatif 
terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan 
pada α = 5 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan 1 persen belanja 
fungsi kesehatan, dengan asumsi ceteris 
paribus (variabel yang lain diasumsikan 
tetap atau tidak berubah) akan menurunkan 
tingkat kemiskinan sebesar          -1,114777 
persen.Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya, seperti 
penelitian Yao (2007), Wahyudi (2011), dan 
Hossain (2014) yang menjelaskan bahwa 
pengeluaran pemerintah untuk sektor 
kesehatan secara signifikan bepengaruh 
terhadap pengentasan kemiskinan.  
c. Pengaruh Belanja Fungsi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) terhadap Tingkat 
Kemiskinan 
Koefisien variabel belanja fungsi PMD pada 
hasil regresi terhadap tingkat kemiskinan 
adalah sebesar -0,409234 dengan 
probabilitas 0,0961. interpretasi hasil 
tersebut adalah bahwa belanja fungsi PMD 
memiliki hubungan negatif terhadap tingkat 
kemiskinan dan signifikan pada α = 10 
persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan 1 persen belanja fungsi PMD, 
dengan asumsi ceteris paribus akan 
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menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -
0,409234 persen. 
d. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat 
Kemiskinan 
Koefisien variabel belanja modal pada hasil 
regresi terhadap tingkat kemiskinan adalah 
sebesar 0,544566 dengan probabilitas 
0,1611. Nilai probabilitas di atas α 
pengujian menjelaskan bahwa variabel 
belanja modal tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Susilowati dan Hadi (2017) 
e. Pengaruh Dana Desa (belanja Sarana 
Prasarana) terhadap Tingkat Kemiskinan 
Koefisien variabel dana desa (belanja sarana 
prasarana) pada hasil regresi terhadap 
tingkat kemiskinan adalah sebesar -
0,030720 dengan probabilitas 0,8394. Nilai 
probabilitas di atas α pengujian menjelaskan 
bahwa variabel belanja sarana prasarana 
pada dana desa tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian (Susilowati, Susilowati, & Hadi, 
2017). 
f. Pengaruh Dana Desa (belanja Non Sarana 
Prasarana) terhadap Tingkat Kemiskinan 
Koefisien variabel dana desa (belanja non 
sarana prasarana) pada hasil regresi 
terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 
-0,177438 dengan probabilitas 0,2965. Nilai 
probabilitas di atas α pengujian menjelaskan 
bahwa variabel belanja non sarana 
prasarana pada dana desa tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan. 
 
Dana Desa dan Kemiskinan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa 
penggunaan dana desa pada bidang 
infrastruktur  yang dilaksanakan selama 
periode 2015-2019 telah merubah wajah desa 
di Sulawesi Tengah, misalnya pada Tahun 
2018 saja dana desa telah berhasil 
menyelesaikan pembangunan infrastruktur 
jalan sepanjang 605,4 Km, 318 unit Jembatan, 
48 unit Pasar, 229 unit Posyandu, 726 unit 
PAUD, 818 unit MCK, 165 unit Irigasi, 10 
unit Embung, 413 unit Air Bersih, 18 
Tambatan Perahu, 159 unit TPT, 645 Unit 
Drainase, 33 Sumur, 154 unit Polindes, 159 
unit Raga Desa, dan lain-lain. 
Sepanjang Tahun 2015-2019, belanja 
dana desa di Sulawesi Tengah masih di 
dominasi belanja  infrastruktur (sarana 
prasarana) sebesar 63,3 persen (3,78 triliun) 
dari total dana desa sepanjang Tahun 2015-
2019. Dari hasil penelitian, belanja 
infrastruktur (sarana prasarana) dana desa 
belum mampu mempengaruhi tingkat 
kemiskinan di Sulawesi Tengah.  
Pembangunan infrastruktur akan 
mempengaruhi kemiskinan jika infrastuktur 
tersebut dapat dimanfaatkan atau berdampak 
langsung terhadap penduduk miskin. 
Pembangunan infrastuktur juga merupakan 
investasi jangka panjang untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian, Harrod-Domard 
menyimpulkan bahwa investasi memiliki 
pengaruh ganda untuk jangka panjang (long-
term). 
Hasil penelitian juga menyebutkan 
belanja non infrastruktur (non sarana 
prasarana) dana desa belum mampu 
mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi 
Tengah. Dalam laporan Tahun 2018 P3MD & 
PID Sulawesi Tengah menyebutkan dari 
11.385 kegiatan infrastuktur pada Tahun 2018, 
hanya 2.139 kegiatan (18,79 persen) yang 
menganggarkan kegiatan upah minimal 30 
persen. Sementara 9.246 kegiatan lainnya 
belum memenuhi rekomendasi tersebut. 
Berdasarkan SKB 4 Menteri Tahun 2017 
seharusnya dana desa untuk kegiatan 
pembangunan desa dilakukan dengan 
mekanisme swakelola (atau disebut Padat 
Karya Tunai) dan paling sedikit 30 persen dari 
nilai proyek wajib digunakan untuk membayar 
upah masyarakat dalam rangka menciptakan 
lapangan kerja di desa, serta upah kerja 
dibayar secara harian atau mingguan.  
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Padat Karya Tunai (Cash for work) 
merupakan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa khususnya yang miskin dan 
marginal yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, 
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 
memberikan tambahan upah atau pendapatan, 
meningkatkan daya beli, mengurangi 
kemiskinan, dan sekaligus mendukung 
penurunan angka stunting. Dengan skema 
Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan dana 
desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 
dalam jumlah besar, dengan memberikan 
honorarium (upah) langsung tunai kepada 
tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian 
maupun mingguan, sehingga dapat 
memperkuat daya beli masyarakat, 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 
kesejahteraan masyarakat.  
Penelitian lain yang sejalan dengan hasil 
bahwa dana desa belum mampu 
mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah 
penelitian Andi Setiawan (2019) dimana 
tingkat kemiskinan perdesaan provinsi-
provinsi di Indonesia tidak berkurang secara 
signifikan sebelum dan sesudah digulirkannya 
dana desa. Dengan tidak adanya perbedaan 
kemiskinan perdesaan sebelum dan sesudah 
digulirkannya dana desa maka diperlukan 
peningkatan peran serta dan azas keberpihakan 
rumah tangga dalam perencanaan program 
pembangunan desa terutama yang bersumber 
dari dana desa. diharapkan dengan semakin 
besarnya dana desa yang disalurkan disertai 
evaluasi dan pengawasan, tingkat kemiskinan 
akan berkurang secara signifikan sejalan 
dengan pengurangan ketimpangan di 
perdesaan. 
Penelitian lainnya yang juga 
menunjukkan hasil yang sama dengan 
penelitian diatas adalah penelitian oleh 
Harmiati, dkk (2019) yang menyebutkan 
bahwa penurunan kemiskinan tidak berkorelasi 
dengan pemberian dana desa pada kabupaten 
di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2015-2018. 
Pemanfaatan dana desa dirasa belum 
dilaksanakan dengan mekanisme 
pembangunan partisipatif dengan mengikuti 
tahapan perencanaan seperti: persiapan 
musyawarah pramusrenbang, tahapan 
penetapan kegiatan prioritas yang akan 
disampaikan pada tingkat kecamatan, dll. 
Kemampuan sumber daya manusia dirasa 
belum mumpuni dalam bidang perencanaan 
terutama dalam memahami masalah dan 
potensi desa yang bisa dikembangkan untuk 
perekonomian masyarakat desa.      
Di Sulawesi Tengah selain jumlah 
penduduk miskinnya yang cukup besar, indeks 
kedalaman kemiskinan perdesaannya masih 
tinggi (sebesar 2,71) atau peringkat ke delapan 
se Indonesia (gambar dibawah). Angka 
tersebut menunjukan rata-rata pengeluaran 
penduduk miskin di Sulawesi Tengah yang 
masih jauh dari garis kemiskinan. Bisa jadi ini 
menjadi kesulitan dalam upaya pengentasan 
kemiskinan perdesaan, sekalipun dana desa di 
Sulawesi Tengah yang dilakukan sejak Tahun 
2015-2019 terus meningkat. Tingkat 
kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar 
usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat 
seseorang keluar dari kemiskinan. Daerah 
yang rata-rata pengeluaran per hari warga 
miskinnya Rp. 10 ribu membutuhkan usaha 
lebih besar untuk mengangkat mereka dari 
kemiskinan ketimbang daerah yang rata-rata 
pengeluaran warga miskinnya Rp. 30 ribu 
misalnya. Dengan kondisi kemiskinan yang 
dalam  tersebut, pengentasan kemiskinan di 
Sulawesi Tengah memerlukan upaya yang 
keras dan dukungan anggaran yang kuat.  
Anggaran dana desa di Provinsi 
Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 sebesar 
1,564 triliun, jika dibagi jumlah penduduk 
miskin perdesaan sebesar 325 ribu jiwa maka 
diperoleh angka 4,8 juta perkapita/tahun. 
Angka tersebut masih dirasa rendah jika 
misalnya dibandingkan dengan angka di 
Provinsi Kalimantan Utara sebesar 17,8 juta 
perkapita/tahun, atau Sulawesi Tenggara 
sebesar 6,8 juta perkapita/tahun. Jika kedepan 
arah penggunaan dana desa bergeser dari 
pembangunan proyek infrastruktur menjadi 
pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya 
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pengentasan kemiskinan maka dasar hitung 
pembagian dana desa rasanya perlu ditinjau 
kembali dengan pemberian bobot yang besar 
terhadap variabel jumlah penduduk miskin. 
Upaya pengentasan kemiskinan di  
Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2015-
2019 (sejak digulirkannya dana desa) 
mengalami ujian yang berat, bencana alam 
gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 28 
September 2018 memporak-porandakan 
pondasi kehidupan masyarakat, semua 
masyarakat. BPS merilis angka kemiskinan 
pada Tahun 2019 dimana  penduduk miskin di 
kabupaten/kota terdampak bencana (Palu, 
Donggala, dan Sigi) bertambah hampir 4 
ribuan jiwa. Musibah menyebabkan 
masyarakat kehilangan nyawa dan harta benda, 
sebagian diantaranya menjadi jatuh miskin.  
Musibah dan kenaikan tingkat kemiskinan 
tersebut rasanya mempunyai andil hingga 
penelitian ini memberikan hasil bahwa dana 
desa belum mempengaruhi tingkat kemiskinan 
di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019. 
Belum lupa ingatan masyarakat di 
Sulawesi Tengah akan bencana alam gempa 
bumi, tsunami, dan likuifaksi.  Pada awal 
tahun 2020 masyarakat dihadapkan pada 
musibah lainnya yaitu Covid-19. Pendataan 
BPS pada bulan September 2020 nanti akan 
memberikan informasi perubahan jumlah 
penduduk miskin atas dampak Covid-19 
tersebut, hampir pasti jumlah penduduk miskin 
akan bertambah. Walaupun pendataan itu 
sendiri akan mengalami kesulitan yang luar 
biasa di tengah-tengah pandemi. 
Pemerintah, melalui instruksi menteri 
dalam negeri nomor 3 Tahun 2020 tentang 
penanggulangan covid-19 di desa melalui 
APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa), melakukan kebijakan penyelamatan 
kesehatan dan perekonomian nasional terhadap 
penanganan covid-19 di desa, dengan melalui 
percepatan realisasi dana desa untuk PKTD 
(Padat Karya Tunai Desa) dan jaring 
pengaman sosial dalam bentuk BLT (Bantuan 
Langsung Tunai).  Program tersebut pada 
masa pandemi diharapkan mampu menjaga 
daya beli di tengah kemerosotan ekonomi yang 
sudah dirasakan masyarakat desa sejak awal 
pandemi merebah, banyak yang kehilangan 
pekerjaan, bahkan kesulitan memenuhi 
kebutuhan sehari-hari 
Program BLT dari dana desa sangat 
bagus sebab dana desa langsung disalurkan ke 
desa. Selama ini beberapa banatuan sosial 
diberikan top-down dan dalam perjalanannya 
menuju penerima ada banyak distorsi. Salah 
satu urgensi BLT Desa di masa pandemi ini 
adalah meski perdesaan dari sisi jumlah positif 
covid-19 mungkin tidak sebanyak perkotaan 
tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa. 
Tantangan terbesar dalam program BLT Desa 
adalah data penerima BLT yang sifatnya 
dinamis, data ini dapat berkurang maupun 
bertambah sewaktu-waktu. Verifikasi 
penerima BLT dari hasil musyawarah desa 
punya peran yang sangat sentral, perangkat 
desa harus benar-benar ada ditengahnya, ini 
bukan pekerjaan mudah tapi memang harus 
seperti itu untuk meminimalisir kesalahan. 
Untuk itu bantuan sosial jangan hanya alokasi 
untuk dana bantuannya saja tetapi juga alokasi 
untuk tata kelola distribusi untuk memastikan 
dana tersebut tersalur dengan tepat dan cepat. 
Data penerima BLT di setiap desa harus 
terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya 
masyarakat untuk dikoreksi kapanpun juga, 
semakin terbuka semakin kecil celah potensi 
penyimpangan. Salah satu tantangan 
penyaluran BLT Desa di Sulawesi Tengah 
adalah kondisi geografisnya, terdapat desa 
dalam menjangkaunya membutuhkan biaya 
transportasi tinggi untuk proses pencairan.  
Rasanya jika semua variabel tersebut 
terlaksana, BLT Desa bisa jadi obat di tengah 
pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. 
Sekalipun pandemi nantinya akan berhenti, 
rasanya program BLT Desa dari dana desa 
akan sangat bermanfaat jika tetap digulirkan 
sebagai program pengentasan penduduk 
miskin yang pendapatannya jauh dibawah 
garis kemiskinan seperti di Sulawesi Tengah 
yang memiliki indeks kedalaman 
kemiskinannya masih cukup dalam. Program 
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BLT Desa dari dana desa juga akan lebih 
efektif mengingat aparat desa dan 
masyarakatnya lebih mengetahui siapa 
penduduk miskin di desanya. 
Prioritas lainnya dari dana desa pada 
masa pandemi covid-19 adalah program 
PKTD, program ini sebenarnya sudah lama 
sejak dana desa digulirkannya, hanya saja pada 
saat pelaksanaannya masih belum optimal, di 
Sulawesi Tengah saja pada Tahun 2018 hanya 
2.139 kegiatan infrastruktur (18,79 persen) 
dari  total 11.385 kegiatan yang dilakukan 
dengan mekanisme swakelola PKTD dengan 
menganggarkan kegiatan upah minimal 30 
persen. Mungkin ini jadi penyebab program 
padat karya tunai pada periode 2015-2019 
belum banyak berdampak terhadap 
pengentasan kemiskinan. PKTD di masa 
pandemik diharapkan dapat menciptakan 
kesempatan kerja melalui pembangunan secara 
swakelola, meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa, membangitkan kegiatan 
sosial dan ekonomi di desa. Poinnya adalah 
seluruh PKTD harus memenuhi syarat 
menganggarakan upah minimal 30 persen dan 
diprioritaskan pada penduduk desa yang 
miskin, penduduk desa yang mengangggur, 
petani yang menunggu masa panen, yang 
mengalami PHK, dll. 
Covid-19 berdampak terhadap sendi-
sendi kehidupan, sektor pariwisata salah 
satunya, desa-desa wisata juga terkena 
dampak, desa wisata itu dulu sebagian 
diantaranya dibangun menggunakan dana 
desa, www.nytimes.com mencatat “with tourist 
gone, Bali workers return to farm and fishing”. 
Jalan tengah yang memungkinkan dilakukan 
saat ini adalah memprioritaskan pada kegiatan 
pertanian, mengingat kegiatan dapat dilakukan 
dengan social distancing dan dilakukan di area 
terbuka. Produk pertanian juga menjadi solusi 
atas potensi kerawanan pangan di masa ini dan 
masa depan. hasil pendataan BPS hamipr 90 
persen desa-desa di Indonesia penduduknya 
menggantungkan hidupnya pada sektor 
pertanian dan sebagian besar rumah tangga 
miskin (64,24 persen) sumber penghasilan 
utama rumah tangganya dari sektor pertanian.  
Dana desa bisa diprioritaskan pada 
kegiatan pertanian, karena akan mengatasi dua 
hal besar yaitu kemiskinan dan ketahanan 
pangan. Persoalannya adalah sebagian besar 
petani di Indonesia adalah petani kecil atau 
petani dengan penguasaan lahan sekitar 0,6 
hektar per rumah tangga (FAO,2018). Dana 
desa dengan Bumdes dapat bersinergi untuk 
mendukung petani kecil dengan cara 
membantu proses penjualan hasil pertanian 
yang langsung ke konsumen rumah tangga, 
sehingga petani tidak mengalami kesulitan 
memasarkan hasil panen ketika dihadapkan 
pada aturan pembatasan mobilitas atau yang 
lainnya karena Covid-19. Bumdes juga dapat 
menfasilitasi penyediaan bibit, pupuk, dan 
lainnya untuk petani 
 
KESIMPULAN & REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, simpulan yang dapat diambil 
adalah sebagai berikut: 
Selama periode 2015-2019 terjadi 
peningkatan dana desa di Sulawesi Tengah 
yang disertai dengan penurunan tingkat 
kemiskinan, namun secara empiris dan 
pengujian statistik menunjukkan bahwa dana 
desa tidak signifikan menyebabkan 
menurunnya tingkat kemiskinan di Sulawesi 
Tengah. 
Dari beberapa variabel belanja 
pemerintah daerah, hanya variabel belanja 
kesehatan dan belanja pemberdayaan 
masyarakat desa yang signifikan menyebabkan 
menurunnya tingkat kemiskinan di Sulawesi 
Tengah. Sementara variabel belanja 
pendidikan, dan belanja modal tidak signifikan 
menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan. 
 
Sesuai dengan kesimpulan yang 
diperoleh di atas, berikut ini adalah 
rekomendasi yang dapat diberikan ke 
pemerintah dan peneliti lain. 
294 Katalogis, Volume 9 Nomor 3 September 2021 hlm 283 - 295        ISSN: 2302-2019 
 
Belanja dana desa diprioritaskan pada 
belanja yang berdampak langsung terhadap 
penduduk miskin. Selain program padat karya 
tunai yang di optimalkan, dalam pemulihan 
ekonomi pasca covid 19, dana desa bisa 
diprioritaskan pada kegiatan pertanian 
mengingat kegiatan tersebut dapat dilakukan 
dengan social distancing, produk pertanian 
juga menjadi solusi atas potensi kerawanan 
pangan di masa depan, dan hampir 90 persen 
desa-desa di Indonesia menggantungkan 
hidupnya pada sektor pertanian, dan sebagian 
besar rumah tangga miskin (64.24 persen) 
sumber penghasilan utama rumah tangganya 
dari sektor pertanian.  
Penelitian baru dengan menyandingkan 
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